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WALIKOTA TUAL
FROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR QF TAHUN 2018

TENT ANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Menimbang

Mengingat

PENCATATAN SIPIL KOTA TUAL

DENGAN RAHMA:T TUHAN YANG MAHA ESBA,

WALIKOTA TUAL,

bahwa ¢alam rangka memberkan panduan dan pedoman
kineja guna memaksimalken peran dan langgung jawab
dalam pelaksanaan rugas dan pekerjaan seria pemberian

motivasi yang dapat menghasilkan kineria yang optimal,

mska perlu disusun yraian nuges dan jabatan secara
gistematis dan terpadu;

bahwa u memindak  laputi  ketentuan Pasal 19
Peraturan Dacrah Kota Twal Nomor 02 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah
Kota Tual, maks perlu vraian lugas pbatan scbegai
pedomarn dalam pelaksanaan tugas organieasi:

bashwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam buruf a dan hurof b perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Tual

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957
tefitang  Pembentukan Dacrah-Daerah  Swatantra
Tingkat 0 dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1
Maluku  (Lembaran  Negarm  Republik  Indonesia
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 1645);

. Undang-Undang Nomor 2% Tehun 1992 tentang

Perkoperasian  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun (992 Nomor 1]J6, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndenesia Nomor 330:2);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomwor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan ¥ota Tuml di Provinsi Malku {Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4747);

. Undang- Undang Nomor 20 Tabun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Normor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indenesie
Tahunn 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Repubdil
Indonesia Negara Nomor 5038

Undang-Undang Nomor 12 Talhun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Fenmdang-Undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3432J;

Undang-Undang Nomor 5 Talun 2014 tentang Aparatur
Sipll Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494,

Undang-Undang Nemor 23 Talun 2014  tentang
Pemerintahan Daaah (fembaran Negara Republik
Indonesia Tahuny 20014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah dengan  Undang-Undang Nomor 2
Tahunr 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemernntah
Pengpanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tabhun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015  temtang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  {Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tarmbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Talain 1994 tentang
Jabalan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Wndonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 3547};

Peratiiran Pemerintah Nemor 97 Tabun 2000 tentang
Formasi Pegawal Negeri Sipil (Lermbaran Nepara Republik
Indonesia Tahuno 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemeor 4
Tahun 2003 tenmtang Perubahan Atas Peraturan
Permnerintah MNomor 97 Talun 2000 tentang Formasi
Pegawai MNegeri Sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemenntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Megeri Sipll Republik Indonesia
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Taburr 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indopesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Deaerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik [ndonesia Nomaor 4593}

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
teniang Pembenmikan Produk Hukum Daemh (Berita
Negara Republik Indonessa Tahun 2015 Nomer 2036);

17. Peraturan Dacrah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016
tentang Pembemukon den Sysunan Perangkat Darcrah
Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016
Nomor $8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual
Nomar 7096);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAJAN TUGAS

JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA TUAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalern Peraturan ini yang dimaksud dengan:

L
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Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Dacrah adalah Daerah
Kata. Tual

Otonomi Daerah adalali Kewenangan Daerah -Gtonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat sctempat menurut prakarsza
sendiri  berdasarkan aspiras’’ wmwasyarakat sesual dengan  peraturan
perundang-undangan;

Desentralisasi  adalah  penyerahan kewenangan Pemerintah  coleh
Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Nepara Kesatuan
Repubiik Indonesia;

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah
danfatan Desa, dari Pemenntah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa
untuk melaksanakan tigas tertemou;

Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Dacrah yang
bertanggung jawab kepada Walikota .dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan vang terdiri daci Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerab, dan Lembaga Teknis Dacral;

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual;

Walikota adalah Waliketa Tual;

Sekretaris Daerah adalah Sekrelarns Daarh Kota Tual;

Dings Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah schagai unsur pelaksana Otonomi Daersh sesuai
Tugas Pokok dan Fungsi;



10. Jabatan Strukiural adalah kedudukan yang menunjukan Tugas,
langgung jawab dan wewenang sata hak seorang Pegawal Negeri Sipil
dalam rangka memimpin suat Saluan Organsasi Negara:

11.Jabatan Fungsional adalah Kedodukan wvamg menunjukan Tugas,
Tanggung jawab dan Wewenang seata ek scorang Pegawal Negeri Sipil
dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan pada keahlian danjatau keterampilan tertentu serta bersifat
rnandiri.

12. UralanTugas adalah suamu paparan atau mincian  atasseimua  tugas
jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang
jabatan dalam memproses bahan kerja. menjadi hasdl kerja dalem kondisi
terternil.

BAB 11
DINAS KEPENDUDUKAN DAN FENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1} Susunan Organisasi Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tual, terdini dari:
a. Kepala Dinas.
b, Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Kenangan;
2. Sub Bagian Perencanaar;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawzaian.
c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Llerdiri dari
1. Seksi Sarana dan Prasarama Penduduk;
2. Seksi Bina Aparatwr Pendaftaran Penduduk.
d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, werdin dart
1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil
e Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdir
dari:
1. Scksi Fasilitasi Saramna dan Prasarana PIAK dan Bina ADB;
2 Selsi Pengelahan dan Penyajion Data Kependudukan.
i Bidang Kelembagaan, terdiri dari:
1. Seksi Kerjasama;
2. Beksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
{4} Unit Pelaksana Teknis Dinas [UPTD)
{3) Kelompok Jabatan fungsional

Bagian Kedua
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menipakan unsur pelaksana
otonomi daerah pemerintah Kota di hidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada ‘Walikota melahs Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 35ipil Kota Twoal mempunyal tugas
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah i
bidang Kependudukan dem Pencatatan Sipildalam rangka pelaksanaan tugas
desentralisasi, tugas pembantuan dan tugastugas hkin yang diberikan
Walikota.



Pasal &

Untuk menyelengparakan tugas schagaimana dimaksud pada Pasal 8 Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

o
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Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di hidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan
urmrum  di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan;

Pembinaan dan peleksanaan teknis di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sigil;

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Pengelolaan Urusan Kesekretarniatan Di mas;

Pelaksanaan ftugas lain sesuai kebijakan yang ditetapltan Walikota
di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga
KEPALA DINAS

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala Dinas, sebagai berikor:

2 R

b,

Merumuskan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

Merumuskan dan menyusun rencana strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan data kependudukan yang
alarat guna memenuhi berbagai kepentingan pelayanan publik,
perencanaan pembangunarn, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi,
penegakan hukum, pencegahan kriminal dan memberikan pelayanan
deltumen kependudukan sesnar ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

Melalcukan koordinasi dalam rangka peaksanaan tugas pokok dan
fungsi bidang Kependudukan dan Pencatatan BSipil sesuai ketentuan
perindang-undangan yang berlaku:

Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah berupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Deerah (RPJMD), dan Rencans Jangka
Pendek atau Rencana Ketjo Pemerintab Daerah (RKPD);
Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggran
Pendapatan dan Belania Daerah Kebijakan Umum Anggaran (APBD KUA),
Pripritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Dacrah;
Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Menyelenggarakan pembinaan tekmis d bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Membina dan mengendalikan semua kegiatan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil serta wajib menerapkan azas koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencataian Sipil maupun antar satuan
orgamsasi dalam lingkup pemermtah daeraly

Mengordinasikan dan mengarahkan semua jabatan /eselon di lingkungan
Dinas Kependuduksn dan Pencatatan Swipil dalam melaksanakan
kebijakan teknis di bidang Kependucukan dan Pencatatan Sipil sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlakuy;

Menetapkan standar dan pedoman pelaksanaan pelayanan umum
di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai  ketentuan
perundang- undangan yang berlalou;



Membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanasn tugas-tugas
dinas, kelompok jabatan fungsiocnal dan unit pelaksana teknis dinas
sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menyelenggarakan tata usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

Manbina dan memberikan petunjuk/arahan begi pelaksanaon tagss
bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan
pertimbangan karier berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlalou;

Mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan
secara periodik dan  melakukan pengukuran  Indeks Kepuasan
Masyarakat;

Menyusun rencana kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dinas sesuai
ketentuan perundang-undangan yvang berlakw

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melaui Sekretaris
Dacrah seguai ketentuan perundang-undangan yang berlako,
Melaksanakan tugas kin di bidany Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang
ditetapkan oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota.

Bagian Keempat
SEKRETAR]S DAN KEPALA S8UB BAGIAN

Pasal 7

Uraian Tugas Sekretaris, sebagai berikut:

£
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Menyelenggarekan tefa usaha, administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, perencanaan dan periengkapan dinas;

Mengorganisasikan keglatan sekretariat dan selurul bidang dalam dinas;
Mengatur dan mengorganisasikan penyusunan perencanssn strategis
dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungs dinas;
Mengarur, mongelola, menyediekan informasi dan dokumén yarng
diperlukan dalam rangke pelaksanaan tuges pokok dan fungsi;
Menghimpun bahan-bahan pembinaan organisasi dan  mengatur
tatalaksana dinas;

Mengkoordi nasikan  bahan penyusunan perencanaan kerja  dan

skuntabilitas kerja dinas;

Membina dan mengawasi pelaksanaan tugss sub bagian keuangan, sub

bagian perencanaan serta sub bagian uwmum dan kepegawaian;
Melakukan  evaluasi terhadap  pelaksanasn  seluruh  kegiatan.

kesekretariatan pada sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan

sarta sub bagian umum dan kepegawailan;

Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waldu
kepada Kepala Dinas;

Melaksanakan tugas lain wyang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal &

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut:

a Merencanakan dan menyusun rencana kegiatan pelaksanaan sub
bagian keuangan dinas;

b. Mengatur dan mengelola administrasi kenangan dinas;

¢ Mengatur dan mengorganisasikan bendahara pengeluaran sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlakag

d Menyiapkan administrasi perjalanan dinas;

e Mengatur dan menyediakan informasi dan dokumen keuangan dan
perencanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan rugas pokok
dan fungsi dinas;
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Menyiapkan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan dinas;
Membarttu  Sekretaris  dalam  menyiapkan  bahan-bahan yang
diperlukan dalam rangka penyusunan rencana kerja dinas;

Membantu Sekretaris menyusun Rencana Kerja dan Laperan
Akuntabilitas Kinerja Dinas;

Membantu Sekretaris dalam menyusun Reéncana Strategis Dinas;
Melaporkan  pelaksanaan tugas secara  berkala — maupun
sewaktu-wakiu kepada Sekretaris Dinas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretans Dinas sesuai
ketentuan per undang-undangan.

Urajan Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, sebagai berikut:

&a

b

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan
kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual;
Merencanakan pelaksanaan kegiatan penyususnan RENSTRA, RENJA
dan RKA dan berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait yang ada
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kola Tual;

Membagi tugas, membimbing dan memeriksa pelaksanaan program
dan kegiatan sub bagian perencnaan kepada bawahan;

Perencanaan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada Sekretaris Dinas;

Mclaksanakan tugas hin yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Uraian Tugas Kepala 3ub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagal
berikut:

a.

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawalan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil kota Tual;

Membapi Tugas, membimbing dan memeriksa pelaksanaan program
dan kegiatan sub bagin perencanaan kepada bawahar,

Mengontrol, memeriksa dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan sub bagian umum dan kepegawaian diantaranya
Menerima, mencatat, mengelola, mengatur, mengirim dan menyimpan
seluruh dekumenf surat masuk/surat keluar;

Menyiapkan lembaran disposisi yang disertakan bersama dokumen
surat masuk bag Kepala Dinas;

Melakukan penomoran surat keluar sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

Meneruskan seluruh dokumen surat masuk dan keluar kepada phak
terlkait:

Mengatur dan mengkoordinasikan urusan rumah tangga dinas
meliputi  ketertiban dan keamanan, pengadaan, pemeliharaan dan
nventarisasi perlengkapan/barang dinas, aht tulis kantor (ATK)
penggunaan kendaraan dinas, dan lain-lain urusan rumah tangga
dinas:

Membanta  Sekretaris dalam  menyelenggarakan  administrasi
kepegawaian dinas meliputi pengusulan pengangkatan, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, cuti, pemberhentian dan
pensiun, penyusunan daftar urut kepangkatan, besetting pegawai
negeri sipil serta wrusan kepegawaian lainnya sesual ketentuan
perundang-undangan yang berlalog;

Mangatur dan menyediakan informasi dan dokumen kepegawaian
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
diras;

Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
wakitl kepada atasan;




k Melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang herlaku.

Bagian Kelma
BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 9
Ura:ia.n Tugas Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, sebagai
senﬁ;gkmrﬁasﬂcan dan menviapkan peramusan program dan pedomean

t—-?;-‘.—hi-*p-' =0

(1)

pembinaan Fasilitas] Pendaftaran Penduduk serta standar pelayanan
minimal bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;

Merencanakan Lkegiatan operasional bidang fasiliasi pendaftaran
penduodule yang terkair dengan ssarana prasarana penduduk seria bina
aparatur pendafraran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tual

Membagi tugss pelaksanaan kegistan bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk yang terkait dengan sarana prasarana penduduk serfa bina
aparatur pendaftaran penduduk kepada bawahan;

Menyelia, dan mengatur pelaksanaan mgas dan fungsi bidang fasilitasj

pendaftaran penduduk yang terkait dengan samna prasarana penduguk
serta. hipa aparatur pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tual;

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Perumusan kebijakan teknis pen an penduduk;

Pelaksanaan pembinaan dan  koordinasi pelaksanaan pelayanan

pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran pendudul;
Pengendalian dan ¢valuasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatanp Didang fasilitasi  pendaftaran
penduduk yang terkait dengan sarana prasarana penduduk serta bina
aparatur pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tual

Melaporkan basil pelaksanaan tugas sccara berkala maupun sewaktu-
wakti kepada atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual ketentuan
perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penduduk, sebagai

berikut:

& Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja.
Seksi Fasilitasi Sararma dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;

b. Mengontrol, Memberi petunjuk, membagl tugas dan membimbing
bawahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi seks: Sarmana dan
Prasaransa;

¢. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
. teknis pelaksanaan kegiatan Scksi Fasilkas) Sarana dan Prasarana
Pendaftaran Penduduk;

d. Meclakukan penyiapan bahan bimbingan twcknis d bidang Fasilitasi
Sarans dan Prasarana Pendaftaran Pendudulk;

e. Melakukan penyiapan baban dan sarana dan prasarana identitas
penduduk, pindah datang penduduk;
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f Melaksanakan pengelolaan dokumen ypendaftaran  penduduk,
pendataan  penduduk, dan pengelolaan dokumen pendaftaran
penduduk;

g, Melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi terhadap
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dokumen pendaftaran serta
fasilitasi sarana dan prasarana penvdaftaran penduduk;

h. Mclaksanakan penyiapan baban dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi  Sarana  dan
Prasarana Pendaftaran Penduduk

i Melaksanakan tugas Kedipasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Bima Aparatur Pedaltaran Penduduk,

sebagai berikut:

a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan seksi bina aparatur pendaftaran
penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Xota Tual;

b Mengontrol, Memberi petunjuk, membagi tagas dan membimbing
bawahan terkait pelabsavaan tugas don fungsi seksi Sarana dan
Prasarana;

¢. Melaksanakan pengelolaan administrasi -dan menyusun program kerja
Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;

d. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman den petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di seksi Bina Aparatur Pendaftaran
Pendudulg :

€ Melalcukan penyiapan bahan koordinasi Bina Aparatmr Pendaftaran
Penduduk;

f. Melakulkan pembinaan dan bimbingan teknis tentang pendaftaran
terkait pergisian identitas penduduk, pindah datang penduduk,
pendataan penduduk melakukan pengelolaan dolumen pendaftaran
serfa fasilitasi samna dan prasaraoa pendaftaran penduduk;

g Melakukan penyiapan bahan meomtoring, evaluasi terhadap
penyelenggaraan kepiatan pengelolaan dokumen pendafitaran serta
fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk;

h Melaksanakan penyiapan ‘bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tgas Seksi Bina Aparatur
Pendaftaran Penduduk;

i1 Melaksangkan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesnal dengan peraturan perundang-undangan.

Began Keenam.
BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Pasal 11

Uraian Tugas Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, sebagai berilout :

a

Mengkocordinasikan den menyiapltan perumusan program dan pedomen
pembinaan Fasilitasi Pencaiatan Sipil seria standar pelayanan minimal
bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

Merencanakan kegiatan operasional bidang fasilitasi Pencatatan Sipil
yang terkait dengan sarana prasarana penduduk serta hina aparatar
Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual,
Membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang Pencatatan Sipil yung
terkait denpgan sarmana prasarana  penduduk seta  bina  aparator
Pencatatan Sipil kepada bawaharm;

Menyelia dan mengatir pelaksanaan higas dan fungsl bidang fasilitasi
Pencatatan Sipil yang terkait dengan sarana prasarana penduduk serta
bina aparafur Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tual;

Penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan fasiltasi pencatatan. sipil;
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Perumusan kebijakan tcknis pencatatan sipil;

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pencatatan Sipil;

Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

Pelaksanaan pendckumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi Pencatatan Sipil
yang terkait dengan sarama prasarana penduduk serta binag aparatur
Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewakiu-
waktu kepada atasan;

Meclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Uraian Tugas Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarang Pencatalan

Sipi_l, sebagai berikut:

a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan scksi Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pencatatan Sjpil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Tual;

b. Mengonuol, Member; petunjuk, membagi tugas dan membimbing
bawahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi seksj Fasijlitasi Sarans
dan Prasarana Pencatatan Sipil;

£ Melaksanakan pengelolaan adminiswrasi dan menyusun program kerjg
Sekai Fesilitasi Sarana dan Prasarane Pencatatan Sipil;

d melaksanaksn pengelolaan administresi dan menyusun program kerja
Seks{ Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;

¢ Menghimpun Peratwran Perundang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pencatatan Sipil;

f. Melakukan penyiapan bahan koordinssi dan bimbingan tekmis
legiatan Fgsilitasi Sarana dan Prasarena Pencatatan Sipil;

g Melaksanekan penyiapan bahan pengelolaan terhadap kegiatan
pencatatan  kelahiran dan  kemetian, perkewinan, perceraian,
perubahan stans anak, dan pewarpanegaraant, pengelolasn dokumen
pencalatan sipil;

h. Melakukan penyiapan bahan monitoring dan  evaluasi terhadap
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dolkumen dan pelaporan di
bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;

i Melaksanakan penyiapan bahan dan  data, menyusun dan
menyampaikan laparan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pencatatan Sipl

}  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil, sebagai

berikut:

a Merencanakan pclaksanaan kegiatan seksi Bina Aparatur Pencatatan
Sipit Dinas Kependudukan dan Catatan 3ipil Kota Tual

b Mengontrol, Memberi petunjuk, membagl tiagas dan membimbing
bawahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Bina Aparatur
Pencatatan Sipil;

¢. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program keria
Jeksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil;

< Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil;

e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan
teknis penyelenggaraan kegiatan DBina Aparahir Pencatatan Sipil
dengan pihak dan unit kerja terkait;




f Meclakukan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan stalis anak, pewarganegaraan -dan pengelelaan dokumen
pencatatan sipil serta fasilitasi sarama dan prasarana pencatatan sipil;

g Melakukan penyiapan bahan monitoring dan  evaluasi terhadap
penyelenggaraan kegiatan Bina Aparatur Peacatatan Sipil;

h Melaksanakan petiviapan behan dan  data,  menyusun dan
menyampaikan laporan -pelaksanasn tugas Seksi Bina Aparatur
Pencatatan Sipil;

i Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kerujuh.
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pacal 13

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan, sebagai berikut:

a. Mengkoordipasikan dan menyiapkan perumusar: program dan pedoman
pembinaan Pengelolaan Informasi Administrass Kependudukan serta
standar pelayapan minima#l bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
X ependudukarn;

b. Merencanakan kegiatan oaperasional bjdang Pengelolaan Informasj
Administrasi Kependudukan yang terkait dengan fasilitasi sarana dan
prasarana SIAK dan bna ADB Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tual

¢ Membagl tugas pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan yvang terkait dengan fasilitasi sarana dan
ptasarana SIAK dan bina ADB kepada bawahan;

d Menyelia dan mengatur pelaksanaan tugas dan  fungsi  bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan vang terkait dengan
fagilitasi sarana dan prasarana SIAK dan bira ADB Dinas Kependudukan
dant Penicataian Sipd Kota Tual;

e Menyelian dan  mengatur pelaksapaan  tugas dan  fungsi  bidang
Pengelolaan Informasi Admimistrasi Kependudukan yang terkair dengan
fasilitasi sarana dan prasarana SIAK dan bina ADB Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Tual;

f. Penyusunan peréncanaan kegiatan pelayanan Pengelolaan Infiormasi
Administrasi Kependudukan:

g Perumusan kebijakan teknis FPengelolaan Informasi  Administrasi
Kependudukan,;

Pelaksanaan pembinaan dan koordingsi Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukarn;

1 Pelaksanaan pelayanan Pengelolaan Informasi Administrast
Kependudukan;

3+ Pelaksanaan -penerbitan dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;

k. Pelaksanaan pedokumentasian hasil Pengelolaan Informeasi Administrasi
Kependudukan,;

1 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi Pencatatan Sipil
vang terkait dengan fasilitasi sarana dan prasarana SIAK dan bina ADB
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kota Tual Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual;

m Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada atasar;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan
perundang- undangan yang berlaku.



Pasal 14

(1) Uralan Tugas Kepala Scksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana PIAK dan
bina ADB, sebagai berilour:

(%

da.

Merencanakan pelaksanaan kegmtan seksi Fasilitasi Sarana dan
Prasarana PIAK dan bina ADB Dinas Kependudukan dan Catatan Sipd
Kota Tual;

Mengontrel, Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing
bawahan lerkait pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Fasilitasi Sarana
dan Prasarana PIAK dan bina ADB;

Melaksanakan pengelelaan administrasi dan menyusun program keria
Fasilitasl Sarana dan Prasarana PIAK dan bim ADB;

Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman. dan petunjuk
tcknis pelaksanaan kegiatan & bidang Fasilitasi Sarana dan
Prasarana PTAK dan hina ADB;

Penyediaan dan pengembangan. perangkat keras, perlengkapan sistem
dan jaringan komunikasi dara unotuk SIAK dan bina ADB;
Pelaksanaan pengelolaan sistem inf ormasi administrasi
kependudukan dan bina ADB;

Penyiapan bahan koordinasi den pembinaan delam pengelolaan SIAK
dan bina ADE;

h Pelaksanaan monitoring, cvahmasi dan pelaporan dalarmn pengelolaan
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BIAK dan bina ADB;

Penyiapan bahan dalamn rangka perencanaan dan penyusunan
petunjuk pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan kormunikasi
serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
Pengelolaan dan pemeliharaan perangka: teknolegi informasi dan
perlengkapannva serta jaringan komunikasi data;

Pengelolaan sistem arsip «igital;

Pembinaan dan pengembangan sumber daya ADB,;

. Peleksanauan monitoring, evaluesi dan pelaporan kegiatan tata kelola

teknologi informasi dan komunikasi sata sumber daya manisia
teknologi informasi dan kemunikasi;

Melaksanakan pembinaan t€knis bagi pelugas perekaman data
kependudukan;

Melaksanakan analisis pengembangan kinerja seksi;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual
peraturan perundang-undangan yang berlalku.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Penvapan Data
Kependuduke in, sebagai berrkuat

d.

b

Merencanakan pelaksanaan kepiatan seksi Pengolahan dan Penyajian
Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Tual;

Mengontrol, Memberi perunjuk, membagi tugas dan membimbing
bawahan terkait pelalsanaan tugas dan fungsi seksi Pengolahan dan
FPenyajian Data Kependudukan;

Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja
Seksi Pengoelahan dan Penyajian Data Kependudukan;

Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan;

Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukar;

Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan & bidang Pengolahan -dan Penyajian Data
Kependudukan;

Melakukan penylapan bahan koordinasi dan memberikan bimbingan
teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengolahan dan Penyajian
Data Kependudukan dengan pihak dan unit kerja terkait;



h Melakukan penylapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi sata pelaksanaaan pengolahan dan
penyajian data kependudukan;

i Melakukan penyiapan bahan monitoring dan  evaluasi terhadap

penyelenggaraan  kegialan  Pengoleban dan Penyajian  Data

Kependudukan;

Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Mclaksanakan penyiapan ‘baban dan datz, menvusun dan

tnenyarnpaikan japoran pelaksanaan tugas Seksi; _

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh .afasan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

S
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Bagian Kedelapan
BIDANG KELEMBAGAAN

Pasal 15

Uraian Tugas Kepala Bidang Kelembagaan, sebagai berikut:

A
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Mengkoordinasikan dan menyiapkan perumusan program dan pedoman
pembinaan Kelembagaan sota standar pelayanan minimal bidang
Kelembag: 1am;

Merencanakan kegiatan operasional bidang Kelembagaan yang terkait
dengan sarana prasarana penduduk seria bina aparatur Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual,

Membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang Kelembagaan yang terkait
dengan kerjasama serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
kepada bawahan;,

Menyelia dan mengatur pelaksanaan ‘tuges doan  fungsi bidang
Kelembagaan yang terkait dengan kerjasama serta pemanfaalan data dan
dokumen kependudukan kepada bawahan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tual;

Penyusunan pereéncanaan kegistan pdayanan Kelembagaan;

Perumusan kebijpkan teknis Kelembagaan;

Pelaksanaan pembinaan dan koordinas Kelembagaan,

Pelaksanaan pelayanan Kelembagaan;

Pelaksanaan penerbitan dekumen Kelembagaan,

Pelaksanaan pendokumentasian basil pelayanan Kelembagaan;
Mengevahiasi pelaksanaan kegatan bidang Kelembagaan yang terlait
dengan sarana prasarana penduduk serta hina aparatur Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktiz kepada atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lketentuan
perandang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Uraian Tugas Kepala 3¢ksi Kerjasama, sebagai berilout:

a Merencanakan pelaksanaan kegjaten seksi  Kerasama Dinas
Kependudukan dan Catalan Sipit Kota Tual;

b. Mengontrol, Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing
bawahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Kerjasama;

¢ Melaksanakan pengelolaan administriasi dan menyusun program kerja
Seksi Kerjasama;

d Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksaniian kegiatan di seksi Kerjasama;
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e Meclaksanakan pengelolaan administrasi dan menyiusun program kera
Seksi Kerjasama;

f Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Kerjasama;

g Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan memberikan bimbingan
teknis terhadap penyelénpggaraam. kegiatan Kerjasama,

h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan
pelaksanaaan kerja sama admimstrasi kependudukan, pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

1 Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan Administrator Database
Kependudukan, tata kelola eknologi infiormasi dan  komunikasi,
sumber daya manusia teknolog mformasi dan  komunikasi,
fasilitasisarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi
kependudulkan;

Meclakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan kegiatan Kerjasama,

k Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olh pimpinan;

l melaksanakan penyiapan bahan dan dsta, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaltsanaan tugas Seksj Kerjasama.

m. Melaksanakan tugas. lain yang dibenkan oleh atagan sesuai ketentuan
perundang-undangan yeng berlako,

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen

Kependudukan, sebagai beriknt:

a Merencanakan pelaksanaan kegiatan scksi Pemanfastan Data dun
Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Tual,

b Mengontrol, Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing

bawahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pemanfaatan

Data. dan Dokumen Kependudukan,

¢ Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program Kerja
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependuduken:

d Menghimpun Peraturan Perundang-undangan. pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Pemanfaatan Data dan

Dokumern Kependudukan;

e. Melakukan penyiapan baban koordinasi dan pemberian bimbingan
teknis penyelenggaraan kegiatan Pemanfaatan Dara dan Dokumen
Kependudukan dengan pihak dan unit kerja terkait;

f Melakukan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengeloiaan dokumen
pencatatan sipil serta [asilitasi sarama dan presarana pencatatan sipil;

g Meclakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan kegiatan Bina Aparatur Pencatatan. Sipil,

h. Melaksanakan penyiapan balan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan;

i Melaksanakan tupas Kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan

BAB 111
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penjabaran Uraian Tugss Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Dengan berlakunya Peraturan walikota, ini, maka Peraturan Walikota
Tual Nomor 04 Tahun 201 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudulcan
dan Catatan Sipil Kota Tual, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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BAB v
KETENTUAN PENUTUP

Pesal 18

Peraturan Waliketa ini mulai beriaku pada tanggal 02 Januari 2017,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Tual

Ditetapkan di Tual

!

Diundanghan di Tusl
peda tanggal O Januari 2018

bt

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2018 NOMOR 294



